
 

 
 
 
 

BUPATI HULU SUNGAI UTARA 
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN 

 

PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI UTARA 

NOMOR 1 TAHUN 2018 
 

TENTANG 

 
PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL 

YANG BERTUGAS PADA UNIT LAYANAN PENGADAAN (ULP) BARANG/JASA 

PEMERINTAH KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA 
 

 
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI HULU SUNGAI UTARA, 
 

Menimbang 
 

: a. bahwa dengan didasarkan pada ketentuan Pasal 128 
ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 

tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, perlu 
memberikan tunjangan profesi keahlian pengadaan 
barang/jasa pemerintah kepada personel kelompok 

kerja Unit Layanan Pengadaan Pemerintah Kabupaten 
Hulu Sungai Utara yang melayani proses pemilihan 

penyedia barang/jasa pada semua SKPD lingkup 
Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara; 

b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 15 Peraturan 

Bupati Hulu Sungai Utara Nomor 32 Tahun 2011 
tentang Pemberian Tambahan Penghasilan bagi 
Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintahan 

Kabupaten Hulu Sungai Utara (Berita Daerah 
Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2011 Nomor 32) 

sebagaimana diubah dengan Peraturan Bupati Hulu 
Sungai Utara Nomor 45 Tahun 2011 ), ketentuan 
mengenai pemberian Tunjangan Profesi Keahlian 

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pada Unit 
Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 
Kabupaten Hulu Sungai Utara akan diatur dengan 

Peraturan Bupati tersendiri; 
 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu 
ditetapkan dengan Peraturan Bupati Hulu Sungai 

Utara; 
 

Mengingat 
 

: 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang 
Penetapan Undang-Undang Nomor 3 Drt. Tahun 1953 
tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 
Nomor  9, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 2756) sebagai Undang-Undang 

SALINAN 
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(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 
Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 1820); 
 

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang 
Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari 

Korupsi, Kolusi dan  Nepotisme  (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor  3851); 

 

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang 
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor  4286); 
 

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

 

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang 

Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab 
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan 
Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 4400); 

 

6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang 

Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 
Nomor 104, Tambahan Lembaran Republik Indonesia 

Negara Nomor  4421); 
 

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 
Lembaran Negara  Republik Indonesia Nomor 5587), 
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir 

dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang 
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 

Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5679); 
 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4578); 
 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang 
Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 

Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4614); 
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10. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang 
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, sebagaimana 

diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan 
Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan 

Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 
tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah; 

 

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 
2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, 
sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir 

dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 
Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan 

Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang 
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 

 

12. Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor 32 Tahun 
2011 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan bagi 

Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintahan 
Kabupaten Hulu Sungai Utara (Berita Daerah 
Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2011 Nomor 32 ) 

sebagaimana diubah dengan Peraturan Bupati Hulu 
Sungai Utara Nomor 45 Tahun 2011; 

 

Memperhatikan : 1. Telaahan Staf Plt.Kepala Bagian Pengadaan Barang dan 
Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara 

kepada Bupati Hulu Sungai Utara Nomor: 600/03/ 
BAGPBJ/2017,  Tanggal 27 Desember 2017, Perihal 
Pemberian Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri 

Sipil Yang Bertugas Pada Unit Layanan Pengadaan 
(ULP) Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai 
Utara; 

 
2. Surat Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 

Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor: 170/12/DPRD-
HSU/2018, tanggal 08 Januari 2018, Perihal: 
Persetujuan Pemberian Tambahan Penghasilan Bagi 

PNS yang bertugas pada Unit LayananPengadaan 
Baran/Jasa Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara; 

 
3. Surat Plt Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa 

Sekretariat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara 

Nomor 600/03/PBJ/2018 tanggal 10 Januari2018 
Perihal: Mohon Ditetapkan dengan Peraturan Bupati 
Hulu Sungai Utara; 

 
 

MEMUTUSKAN: 
 
Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN 

PENGHASILAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG 
BERTUGAS PADA UNIT LAYANAN PENGADAAN (ULP) 

BARANG/JASA PEMERINTAH KABUPATEN HULU SUNGAI 
UTARA. 
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Pasal 1 
 

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: 

1. Pegawai Negeri Sipil atau yang selanjutnya disingkat PNS adalah Pegawai 

Negeri Sipil yang bertugas sebagai Perangkat Unit Layanan Pengadaan 
Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara. 

2. Kelompok Kerja Unit Layanan Pengadaan atau yang selanjutnya disingkat 

Pokja ULP adalah Pegawai Negeri Sipil yang bertugas pada Unit Layanan 
Pengadaan Barang/Jasa pada Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara. 

3. Satuan Kerja Perangkat Daerah atau yang selanjutnya disingkat SKPD 

adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam lingkup Pemerintah 
Kabupaten Hulu Sungai Utara. 

 
Pasal 2 

 

Maksud dan tujuan pemberian tunjangan profesi keahlian pengadaan 
barang/jasa kepada PNS Pokja ULP  adalah: 

a. meningkatkan kesejahteraan PNS; 
b. meningkatkan disiplin PNS; 
c. meningkatkan produktifitas kerja PNS; 

d. menciptakan PNS yang profesional; 
e. meningkatkan kinerja pelayanan pemilihan penyedia barang/jasa sesuai 

prinsip-prinsip dan etika pengadaan barang/jasa pemerintah. 

 
Pasal 3 

 
(1) PNS pada Pokja ULP yang bertugas memberikan pelayanan proses 

pemilihan penyedia barang/jasa dengan metode pelelangan/seleksi/ 

penunjukan langsung kepada semua SKPD dalam lingkup Pemerintah 
Kabupaten Hulu Sungai Utara, diberikan tunjangan profesi keahlian 
pengadaan barang/jasa. 

(2) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah 
PNS Pokja pengadaan barang/jasa yang hanya melayani SKPD tertentu. 

 
(3) Besaran tunjangan profesi keahlian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

adalah Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) perbulan. 

 
(4) Pemberian tunjangan profesi keahlian sebagaimana dimaksud pada ayat 

(3) diberikan diluar dari tunjangan tambahan penghasilan yang diterima 
setiap bulan yang besarnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 

 

Pasal 4 
 

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Hulu 

Sungai Utara Nomor 17 Tahun 2012 tentang Pemberian Tunjangan Profesi 
Keahlian Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pada Unit Layanan Pengadaan 

(ULP) Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara (Berita Daerah 
Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2012 Nomor 17) dicabut dan dinyatakan 
tidak berlaku. 
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Pasal 5 
 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Hulu 

Sungai Utara. 
      

 

Ditetapkan di Amuntai 
pada tanggal 15 Januari 2018 

 
BUPATI HULU SUNGAI UTARA, 
 

           CAP / TTD 
 

 H. ABDUL WAHID HK 

Diundangkan di Amuntai 
pada tanggal 15 Januari 2018 

 
Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN  
          HULU SUNGAI UTARA, 

 
   CAP / TTD 
 

              H. S U Y A D I  
 

BERITA DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA 
TAHUN 2018 NOMOR 1.  
 

 


